
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR :  15   TAHUN  2007 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK RESTORAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI INDRAMAYU, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan perkembangan perekonomian daerah, 
serta makin meningkatnya pemanfaatan hasil produksi 
kuliner yang tersaji di Restoran / Rumah Makan, maka 
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 
2002 tentang Pajak Restoran perlu disesuaikan; 

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 
Kabupaten Indramayu tentang Perubahan Peraturan 
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 2002 
tentang Pajak Restoran ; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 
1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
1106); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4048); 
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4. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) 
sebagimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang - 
Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548 ) ; 

8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138) ; 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

 
11. Peraturan  Daerah Kabupaten  Indramayu  Nomor 14 

Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28  
Tahun 2002 Seri D.11); 

 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga 
Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri  
D.1) ; 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 

2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah 
Kabupaten Indramayu Nomor 41 Tahun 2002 Seri B.3 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 
2006 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 
2006 Seri E.2); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
 

dan  
 

BUPATI INDRAMAYU 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
INDRAMAYU NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK 
RESTORAN. 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 22 Tahun 
2002 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 41 
Tahun 2002 Seri B.3 ) diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah  adalah Kabupaten Indramayu . 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah . 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu . 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah . 

5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu . 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Indramayu . 

7. Restoran atau Rumah Makan dan/atau sejenisnya adalah tempat 
menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut 
bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering . 
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8. Pajak Restoran, yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah 
atas pelayanan restoran . 

9. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada restoran.   

10. Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran.  

11. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau badan yang 
menyelenggarakan usaha restoran untuk dan atas namanya sendiri atau 
untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya . 

12. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, 
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau 
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap dan bentuk badan lainnya; 

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD adalah 
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan 
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, 
dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah; 

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah Surat 
Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak; 

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok 
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, 
besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat  
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan 
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan; 

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB 
adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak 
yang terutang atau tidak seharusnya terutang; 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN adalah 
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak yang sama 
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak; 

19. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk 
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

 

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

(1) Subyek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan 
pembayaran kepada restoran; 

(2) Wajib Pajak Restoran adalah pengusaha restoran; 
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(3) Pengusaha restoran wajib memungut Pajak Restoran kepada orang 
pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran dan 
melakukan pembukuan; 

(4) Pemungutan Pajak Restoran dari Subyek Pajak disatukan/dicantumkan 
dalam nota pembayaran atau dokumen lainnya sebagai bukti pungut; 

(5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian nota pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 5 

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah 
pembayaran yang dilakukan kepada restoran. 
 

4. Ketentuan Pasal 30  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 30 

(1). Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menggunakan nota dalam 
pemungutan pajak kepada Subyek Pajak serta tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau 
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan 
Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 
bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang 
terutang. 

(2). Wajib Pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPTPD atau mengisi 
dengan tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat 
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang . 

(3). Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan 
Penerimaan Daerah. 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Indramayu. 

 

 

     Ditetapkan di Indramayu 

     pada tanggal 10 Oktober 2007 

 

BUPATI INDRAMAYU 

 

 

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN 
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Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan 
Keputusan : 
Nomor   : 188.342/21/Kep/DPRD/07 
Tanggal   : 10 Oktober 2007 
 
Diundangkan di Indramayu 
pada tanggal 10 Oktober 2007 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
 
 
 
 
 
                     SRIE INDRAWATI 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU 
NOMOR : 15  TAHUN : 2007  SERI : B.3 

 

 


